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Peran pajak sebagai sumber penerimaan negara tiap tahun semakin meningkat dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Banyak terjadi kasus kecurangan mengenai faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak dan dalam pemberian fasilitas restitusi pajak yang tidak didasarkan untuk lebih mendorong PKP karena beban pajak menjadi lebih ringan dan harga jual produk menjadi lebih murah sehingga mampu bersaing di pasaran, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif karena adanya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PKP untuk melakukan manipulasi restitusi pajak. Untuk melakukan manipulasi restitusi PPN tidak dapat lepas dari keberadaan faktur pajak karena faktur pajak merupakan sarana mekanisme kredit pajak yang menentukan besarnya restitusi PPN. Pentingnya fungsi faktur pajak tersebut menyebabkan faktur pajak terkadang disalahgunakan oleh PKP yang nakal, yaitu dengan membuat faktur pajak fiktif dan dapat menimbulkan dampak negatif karena adanya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PKP untuk melakukan manipulasi restitusi pajak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah aplikasi bentuk pengaturan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut peraturan perpajakan dalam masyarakat? (2) bagaimana penggunaan Faktur Pajak Fiktif sebagai sarana memanipulasi Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? dan (3) bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi penggunaan faktur pajak fiktif dalam memanipulasi restitusi pajak?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menjabarkan aspek norma yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai faktur pajak dan restitusi PPN. Penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Semarang Selatan. Data dari penelitian ini diperoleh dari (1) wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi mengenai kecurangan atau pemalsuan faktur pajak dari wajib pajak khususnya pajak pertambahan nilai (2) dokumentasi untuk mendapatkan data tentang bagaimana pengaturan faktur pajak pertambahan nilai yang benar dan sesuai, serta (3) studi penelusuran pustaka yang berkaitan dengan manipulasi restitusi PPN dan pembuatan faktur pajak fiktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bentuk pengaturan restitusi PPN pada masyarakat dilakukan dengan pengembalian kelebihan pajak, hal ini terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. Mengenai mekanisme restitusi dilakukan dengan memperhitungkan selisih  pengenaan  PPN pada seluruh  transaksi  pembelian WP Eksportir dengan transaksi  ekspor sebenarnya. Penggunaan faktur pajak fiktif sebagai sarana memanipulasi permohonan restitusi PPN biasanya dilakukan secara berkelompok yang melibatkan banyak pihak. Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah ini dimanfaatkan secara tidak benar oleh Wajib Pajak nakal untuk membobol kas negara. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) aplikasi bentuk pengaturan restitusi PPN pada masyarakat, ketentuan tentang restitusi atas PPN komoditas suatu barang cukup rasional dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mendorong  ekspor, (2) kasus faktur pajak tidak sah ini, biasanya dilakukan secara berkelompok yang melibatkan banyak pihak, serta (3)  upaya pemerintah dilakukakan dengan penetapan dan/atau dikeluarkanya peraturan mengenai perpajakan yang dibarengi dengan sanksi-sanksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah diperlukan perhatian serta kehati-hatian khusus dari pihak KPP kota Semarang selatan dan DJP Jateng Tingkat I dalam menyikapi faktur pajak fiktif.
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